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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

NOMOR : 907/HK.06.4-Kpt/7105/Kab/XII/2020 

TENTANG 

PENGAKTIFAN KEMBALI DAN REHABILITASI ANGGOTA KPPS TPS 3 DESA 

MATANI SATU KECAMATAN TUMPAAN (SUTRY LUMANTOW) ATAS DUGAAN 

PELANGGARAN  KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU 

PAKTA INTEGRITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN 

TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim 

Pemeriksa dan Keputusan Rapat Pleno tentang Penetapan 

Keputusan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran 

Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta 

Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS Dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta 

Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf A angka 7, 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman 

Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, 

Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

menyatakan  dalam hal dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan tidak 

terbukti, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai 

SALINAN 

anggota … 
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anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dilakukan 

rehabilitasi; 

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang 

Pengaktifan Kembali dan Rehabilitasi Anggota KPPS TPS 3 

Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan (Sutry Lumantow) 

Atas Dugaan Pelanggaran  Kode Etik, Kode Perilaku, 

Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 

Serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 

2020; 

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Undang-undang  Nomor   1   Tahun   2015   tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor  1 Tahun   2015  

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota   menjadi   Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh … 
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4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1498); 

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan 

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); 

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara 

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun … 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 201); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 615) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 

Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita … 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236);  

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman 

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara,  Petugas Pemutakhiran Data  

Pemilih,  dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor : 476/PP.04.2-

Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan  Kedua  atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman 

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data  

Pemilih,  dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-

Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan Tahun 2020; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman 

Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, 

Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Utara Nomor Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 

Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi 

Kedua … 

Pemilihan … 
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14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 

69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara Nomor Nomor 138/PP.01.2-

Kpt/71/Prov/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Utara Nomor: 68/PL.02- Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Selatan Nomor Nomor 417/PP.01.2-

Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Selatan Nomor 109/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/VI/2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 

Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 Tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Minahasa Selatan Tahun 2020; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Selatan Nomor: 108/PL.02- Kpt/7105/Kab/IX/2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Minahasa Selatan Lanjutan Tahun 2020;  

 

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Selatan Nomor : 348/PK.01-BA/7105/Kab/XII/2020 

tentang Penetapan Keputusan Hasil Pemeriksaan Atas 

Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, 

Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota KPPS 

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan 

Tahun … 
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Tahun 2020; 

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 588/PP.04.2-

SD/01/KPU/VII/2020, Perihal : Mekanisme Penyelesaian 

Aduan Masyarakat dan/atau Laporan Bawaslu terhadap 

Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan PPDP yang terindikasi 

terdaftar dalam SIPOL dan SILON; 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MINAHASA SELATAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DAN 

REHABILITASI ANGGOTA KPPS ATAS DUGAAN PELANGGARAN  

KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU 

PAKTA INTEGRITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.  

KESATU : Menetapkan mengaktifkan kembali Anggota Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati 

dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Keputusan ini. 

KEDUA 

 

 

: Merehabilitasi nama baik dan kehormatan serta memulihkan 

hak-hak Anggota KPPS, sebagai berikut : 

Nama  : SUTRY LUMANTOW 

Jabatan : ANGGOTA KPPS TPS 3 DESA MATANI SATU  

    KECAMATAN TUMPAAN 

KETIGA : Anggota KPPS yang diaktifkan dan direhabilitasi 

sebagaimana dimaksud melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai KPPS terhitung sejak ditetapkannya 

Keputusan ini. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020. 

 

 

 

 

KELIMA : … 
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Salinan sesuai dengan aslinya  

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

 

 

 

Juwita Rosari Kasenda 

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Amurang 

pada tanggal  8 Desember 2020 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 
 

ttd. 
 

ROMMY H. SAMBUAGA  


